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ABSTRAK 

 

RALYA SAVANA. NPM 1905170295P. Analisis Efektivitas Program Samsat 

Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Samsat Medan Utara. 2021. Skripsi 

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang 

pendapatannya cukup besar, maka dari itu UPT Samsat Medan Utara melakukan 

program samsat keliling agar dapat meningkatkan pembayaran wajib pajak 

kendaraan bermotor. Dipilihnya program samsat keliling sebagai objek penelitian 

dikarenakan program ini merupakan salah satu program yang sedang berjalan di 

UPT Samsat Medan Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  efektivitas 

program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. Periode tahun penelitian tahun 2016 sampai dengan 2020. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif. Jenis data 

yang dikumpulkan merupakan data Kualitatif, dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari 

UPT Samsat Medan Utara dan hasil wawancara dengan bapak Kasubag UPT 

Samsat Medan Utara. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara cukup 

efektif, tetapi dilihat dari hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor 

tahun 2016 sampai tahun 2020 belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan 

oleh Pemerintah Daerah. Adapun faktor yang menyebabkan belum tercapainya 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor antara lain wajib pajak seluruhnya 

belum menyetor kewajiban perpajakannya, faktor ekonomi masyarakat yang 

belum terpenuhi, rusaknya jaringan samsat keliling dan adanya wabah virus 

Covid-19 

 

kata kunci : Efektivitas Penerimaan Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelayanan publik merupakan hak warga negara dan negara berkewajiban 

melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi pada faktanya 

pelayanan publik yang baik masih menjadi angan-angan masyarakat, dimana 

dalam kemajuan kebudayaan modern bersamaan dengan banyaknya tuntutan 

masyarakat saat ini yang patut dipenuhi oleh pemerintah yakni dengan kualitas 

pelayanan yang lebih baik. Praktek penyelenggaraan pelayanan public di 

Indonesia dewasa ini masih penuh dengan ketidakpastian biaya, waktu dan cara 

pelayanan. 

 Mengurus pelayanan publik ibarat memasuki hutan belantara yang penuh 

dengan ketidakpastian. Waktu dan biaya pelayanan tidak pernah jelas bagi para 

pengguna pelayanan. Hal ini terjadi karena prosedur pelayanan tidak pernah 

mengatur kewajiban dari penyelenggara pelayanan dan hak dari warga sebagai 

pengguna. Prosedur cenderung hanya mengatur kewajiban warga ketika 

berhadapan dengan unit pelayanan. Ketidakpastian yang sangat tinggi mendorong 

warga untuk membayar pungli (pungutan liar) kepada petugas agar kepastian 

pelayanan bisa segera diperoleh. Ketidakpastian bisa juga mendorong warga 

memilih menggunakan biro jasa untuk menyelesaikan pelayanannya dari pada 

menyelesaikan sendiri. 
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 Pemerintah Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera 

Utara merespon positif dan mengganggap suatu tantangan yang harus ditangani 

secara serius pada pasca otonomi daerah dengan memberikan pelayanan yang 

semakin baik pada masyarakat dan disesuaikan dengan perundang-undangan UU 

No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka dibentuklah Samsat Keliling 

di Unit Pelayanan Teknis (UPT) Sumatera Medan Utara sebagai institusi yang 

khusus bertugas memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam 

pengurusan registrasi kendaran bermotor, pembayaran pajak, dan sumbangan 

wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2009). 

 Terkait dengan cara konsumsi masyarakat yang menginginkan sesuatu serba 

instan, maka pemerintah terdorong untuk mengikuti arus informasi terkait 

pemungutan pajak yang dulunya manual sekarang mengaruh ke sistem online 

sehingga masyarakat mudah melakukan kewajibannya dimanapun dan kapanpun. 

Sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor diefektifkan lagi, terutama dalam 

pelayanan publik seperti yang diinginkan masyarakat. Yaitu pelayanan yang lebih 

mudah, cepat, transparan dan salah satu efektifitas sistem perpajakan pada pajak 

kendaraan bermotor adalah dengan membayar pajak kendaraan bermotor melalui 

samsat keliling.  

 Layanan samsat keliling adalah salah satu program unggulan kantor UPT 

Samsat Medan Utara. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada 

mayarakat serta mempermudah masyarakat berdomisisi jauh dari kantor Samsat 

Medan Utara. Dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti 

dalam kemudahan mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan   
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wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan kantor UPT Samsat 

Medan Utara melalui layanan Samsat Keliling.  

 Dalam operasionalisasinya secara koordinatif dilakukan oleh tiga instansi 

yaitu pihak Dinas Pendapatan Provinsi di bidang pemungutan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), POLRI 

yang mempunyai fungsi dan kewenangan. 

 Proses pelayanan Sistem Administrasi Manungggal Satu Atap (SAMSAT) 

pada dasarnya merupakan proses yang sangat rumit dan kompleks. Dimana setiap 

wajib pajak harus melewati banyak pintu loket untuk menyelesaikan 

pelayanannya dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Proses ini apabila 

dilakukan secara manual atau semi elektronik dapat dipastikan tidak akan mampu 

dilaksanakan oleh semua petugas SAMSAT khususnya di UPT Medan Utara. 

Oleh karena itu sistem yang ada terus dikembangkan dengan menggunakan 

teknologi yang lebih modern. 

 Pengembangan pelayanan SAMSAT berbasis teknologi informasi sudah sejak 

lama dikembangkan. Pengembangan teknologi yang terjadi pada Kantor UPT 

Medan Utara ini juga dalam rangka untuk meningkatan pelayanan guna untuk 

adanya peningkatan partisipasi bagi setiap wajib pajak Kendaraan Bermotor. 

Dimana pada saat ini semua masyarakat dari semua kalangan baik masyarakat 

kalangan atas hingga masyarakat kalangan bawah yang menginginkan suatu 

pelayanan publik yang mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Dalam memulai 

peningkatan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk 

melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Sumbangan 

Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dengan memanfaatkan 
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teknologi informasi sebagai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 

adalah dengan membuat jaringan online pada setiap Kantor Bersama SAMSAT. 

 Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang besar sehingga 

digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Adriani (2012) 

pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang 

wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi 

kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas 

pemerintah sedangkan menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) pajak adalah 

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat 

dipaksakan dengan tiada mendapatkan imbal jasa (kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 Dari sekian banyak pajak daerah salah satu jenis pajak yang sumber 

pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Seperti yang telah 

diatur di Pasal l1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 defenisi pajak 

kendaraan bermotor sebagai berikut: ―Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (Presiden Republik 

Indonesia, 2009). Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 

gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh 

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk 

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan 

bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang 

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara 

permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
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 Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu  bagian  dari  Pajak Provinsi 

Di Sumatera Utara, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak 

provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah, 

Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada Undang-undang 

No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan 

Pajak Kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

Pelayanan Pendapatan Provinsi melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu 

Atap (SAMSAT), yang tersebar diseluruh wilayah Sumatera Utara (Presiden 

Republik Indonesia, 2009). 

 Membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pekerjaan rutin tahunan bagi 

para pemilik kendaraan bermotor. Orang yang dikenakan pemungutan pajak 

disebut wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang 

meliputi pembayaran pajak, pemotog pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai 

hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan 

perpajakan (Fitriandi, 2021). 

 Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, dalam pelaksanaan 

pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada kantor bersama Sistem 

Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Medan Utara, saat ini masih 

banyak wajib pajak yang kurang tahu atau sedikit pengetahuannya mengenai 

mekanisme dalam pelaksanaan pembayaran pajak dan menganggap bahwa 

pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan pada kantor samsat terkesan sulit 

dan ribet, sehingga membuat para wajib pajak terkadang malas untuk membayar 

pajaknya sendiri kekantor samsat. Karena hal tersebut tidak sedikit wajib pajak 

yang akhirnya menggunakan jasa calo untuk melakukan pembayaran pajak, 
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padahal biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa calo tersebut tidaklah 

sedikit tergantung permintaan para calo. Sebenarnya pelaksanaan pembayaran 

pajak kendaraan bermotor yang dilakukan pada kantor SAMSAT tidak begitu sulit 

bagi yang sudah terbiasa membayar pajak sendiri tapi bagi yang baru mencoba 

membayar pajak kendaraan bermotor sendiri pasti berpikir, apa yang harus 

dibawa, gimana urutan dan caranya. Hal pertama yang harus dilakukan jika ingin 

membayar pajak kendaraan bermotor adalah melengkapi syarat-syarat yang 

diperlukan seperti KTP asli, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) asli, 

STNK Asli, fotokopi masing-masing satu (KTP, BPKB, dan STNK).  

 Adanya samsat keliling ini di UPT Samsat Medan Utara merupakan salah satu 

cara pemerintah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagai wajib 

pajak dalam membayar pajak. Adapun pelayanan samsat keliling tersebut tidak 

memakan waktu yang lama, dan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan ketetapan 

yang telah ditentukan oleh unit tersebut dan pelayanan samsat keliling UPT 

Samsat Medan Utara tersebut tidak adanya biaya tambahan, hal tersebut 

dikarenakan bahwa pelayanan samsat keliling tersebut tidak dapat diwakilkan 

didalam proses pengurusannya, oleh sebab itu para calo tidak dapat beraksi pada 

pelayanan samsat keliling UPT Samsat Medan Utara tersebut. Pelayanan samsat 

keliling berlangsung sesuai dengan wilayah-wilayah yang telah ditetapkan. Dinas 

Pendapatan Daerah Kota Medan merupakan instansi pemerintah yang mempunyai 

tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari 

sektor pajak. Masih belum optimalnya penerimaan daerah tersebut, Dinas 

Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dalam mengoptimalkan atau 

memaksimalkan penerimaan pajak tersebut, salah satunya Pajak Kendaraan 
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Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan 

di UPT Samsat Medan Utara, oleh karena itu memerlukan suatu rencana 

penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, sehingga realisasi dari penerimaan 

pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik.  

 Berikut ini data dan target realisasi pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat 

Medan Utara. 

        Tabel I.1 
Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Samsat Medan Utara 

NO TAHUN 

ANGGARAN 

TARGET (Rp) REALISASI (Rp) (%) 

1 2016 805.535.876.813 739.235.792.316 91% 

2 2017 908.839.516.022 848.832.904.117 93% 

3 2018 925.217.875.766 812.009.776.886 87% 

4 2019 986.734.852.737 670.788.569.313 67% 

5 2020 1.000.755.615.361 721.461.217.480 72% 

 Sumber: (UPT Samsat Medan Utara) 

 Dapat dilihat dari data yang diperoleh dari UPT Samsat Medan Utara yaitu 

belum tercapainya target pajak kendaraan bermotor dari tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2020, pada tahun 2016 sampai tahun 2020 target selalu mengalami 

kenaikan dan dapat dilihat juga dari tabel diatas realisasi dan persentase di 

beberapa tahun mengalami kenaikan dan juga penurunan.  

 Merujuk pada ketetapan Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996 bahwa 

kemampuan UPT Samsat Medan Utara dalam menjalankan tugasnya 

dikategorikan efektif dari tahun 2016 sampai dengan 2020, pada tahun 2016 

sampai tahun 2017 dikatakan efektif, pada tahun 2019 dikatakan cukup efektif, 
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dan pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dikatakan kurang efektif. Apabila 

pencapaian efektifitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tinggi 

tingkat efektifitas yang diperoleh maka menunjukan kemampuan UPT Samsat 

Medan Utara dalam pencapaian targetnya semakin baik (Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia, 1996). 

 Pemerintah Provinsi setiap tahunnya mempunyai target dalam pajak kendaraan 

bermotor sebagai sumber pendapatan daerah, tetapi tidak selalu target tersebut 

terealisasi dengan sempurna. Terkadang juga realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor jauh dibawah target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah 

Provinsi. Usaha pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut salah satunya adalah 

dengan melakukan pemungutan pajak, dimana pajak merupakan sumber 

penerimaan pendapatan yang dapat memberikan peranan dan sumbangan 

penyediaan sumber dana dan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. 

 Bertitik tolak dari uraian diatas ini menarik penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai “Analisis Efektivitas Program Samsat Keliling dalam 

Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPT Samsat 

Medan Utara”. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, masalah yang 

akan diidentifikasi oleh penulis adalah: 

1. Target yang ditetapkan oleh UPT Samsat Medan Utara selalu mengalami 

kenaikkan dari tahun sebelumnya, sedangkan realisasinya menurun 

meskipun ada peningkatan realisasi dari tahun sebelumnya. 

2. Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor selalu meningkat tetapi 

target yang ditetapkan belum tercapai 100%. Dan dapat dilihat pada tahun 

2019 sampai dengan 2020 pencapaian target menurun drastis. 

C. Rumusan Masalah  

 Berdsarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang 

akan diidentifikasi oleh penulis adalah: 

1. Bagaimana efektivitas program samsat keliling dalam meningkatkan 

pendapatan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara. 

2. Apakah penyebab tidak tercapainya program samsat keliling dari tahun 

2016 sampai dengan tahun 2020 

D. Tujuan dan Manfaaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang 

menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

 Mengetahui efektifitas program samsat keliling dalam meningkatkan 

pendapatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada UPT Medan 

Utara. 
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2. Manfaat Penelitian 

A. Bagi Penulis  

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai media penambah 

wawasan serta menguji kemampuan mahasiswa terkait dengan 

masalah perpajakan terutama dalam hal pajak kendaraan bermotor. 

B. Bagi Pemerintah/InstansiTerkait 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi instansi 

terkait dalam hal mengoptimalkan program samsat keliling. 

C. Bagi Universitas 

 Hasil Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan literatur untuk 

penelitian selanjutnya dengan tema yang sama serta dapat 

memberikan manfaat sumbangan pemikiran dalam rangka 

pengembangan ilmu perpajakan khususnya dalam hal pajak kendaraan 

bermotor. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uraian Teori  

1. Pajak  

1.1 Pengertian Pajak  

 Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang 

(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 

yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai 

pengeluaran umum (Syarif, 2017). 

 Pajak merupakan suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan 

ke kas Negara yang disebabkan sutau keadaan, kejadian, dan perbuatan yang 

memeberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut 

peraturan yang diterapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa 

timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum 

(Dara, 2013). 

 Dari beberapa pengertian pajak diatas maka yang dimaksud dengan pajak 

adalah penyerahan sebagian harta atau kekayaan dari rakyat ke kas negara yang 

dipungut dengan dasar undang-undang tanpa adanya kontraprestasi langsung yang 

dapat dirasakan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

pemerintah demi memelihara atau menyediakan kepentingan umum. Pengertian 

pajak lainnya adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
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Ciri-ciri yang melekat pada pengertian Pajak yaitu (Dara, 2013): 

a. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan UU serta aturan 

pelaksanaannya.  

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individual oleh pemerintah 

c. Pajak dipungut oleh negara baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah 

d. Pajak ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, dan 

apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus maka akan 

digunakan untuk membiayai publicinvestment. 

1.2 Fungsi Pajak  

Terdapat dua fungsi pajak yaitu (Dara, 2013): 

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) 

     Pajak merupakan fungsi Budgetair, artinya pajak merupakan salah 

satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran 

rutin maupun pengeluaran pembangunan. Oleh karna itu, pemerintah 

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. 

b. Fungsi Regularend (Pengatur) 

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat 

mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 

bidang social maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu 

di luar bidang keuangan. Selain fungsi Budgetair dan Regularend 

pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat penjaga 

stabilitas, untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran 

Negara lainnya. 
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1.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2014:7), terdapat berbagai jenis pajak yang 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, sifat dan 

lembaga pemungutnya, yaitu akan dijabarkan seperti dibawah ini: 

a. Menurut Golongan  

1). Pajak langsung pajak yang harus dipikul atau di tanggung sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat di limpahkan atau di bebankan 

kepada orang lain atau pihak lain. 

2). Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat di 

limpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. 

b. Menurut Sifatnya  

1). Pajak subjektif adalah pajak yang penggunaannya 

memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak 

yang memperhatikan keadaan subjeknya misalnya PPh. 

2). Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya baik berupa benda, perbuatan, atau peristiwa yang 

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa 

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun 

tempat tinggal misalnya pajak pertambahan nilai. 

c. Menurut Lembaga Pemungutan 

1). Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat 

dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada 

umumnya misalnya PPh 
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2). Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 

baik tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/ 

kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- 

masing, misalnya pajak kendaraan bermotor. 

1.4 Asas Pungutan Pajak di Indonesia 

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada asas domisili, asas 

sumber, asas kebangsaan (Syarif, 2017). 

a. Asas domisili atau asas tempat tinggal. Menurut asas ini Negara 

tempat wajib pajak bertempat tinggal atau berkedudukan berhak 

mengenakan pajak terhadap wajib pajak tersebut dari semua 

penghasilannya. 

b. Asas sumber menurut asas ini pengenaan pajak tergantung pada 

adanya sumber di suatu Negara. Jadi, Negara tempat sumber 

penghasilan berada berhak mengenakan pajak, tanpa mengingat 

tempat wajib pajak tempat tinggal atau berkedudukan. 

c. Asas kebangsaan asas ini menghubungkan pengenaan pajak dengan 

kebangsaan suatu Negara. 

1.5  Sistem Pemungutan Pajak  

 Sistem pemungutan pajak pada dasarnya dibedakan menjadi tiga 

cara yaitu (Syarif, 2017): 

a. Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada di 

tangan fiskus 
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2) Wajib pajak bersifat pasif 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

b. Self Assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 

yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan 

sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak terutang 

3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi. 

c. With Holding System adalah Sistem pemungutan pajak yang 

memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan 

bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang 

oleh wajib pajak. 

1.6 Kedudukan Hukum Pajak  

Penerimaan dari pajak merupakan sumber pendapatan yang paling 

potensial bagi dana pembanguna karena penerimaan pajak meningkat 

seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Dengan pertimbangan 

kondisi terseut, diperlukan peraturan dan Undang-undang yang dapat 

mengatur sistem perpajakan agar penerapannya memberikan rasa 

keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Undang-undang 

perpajakan di Indonesia yaitu: 
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a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tata Cara Perpajakan, telah mengalami beberapa kali 

perubahan dengan UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000 

dan terakhir UU No 28 Tahun 2007 yang efektif berlaku mulai 

tahun pajak 2008. 

b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, 

telah mengalami beberapa kali perubahan dengan UU No. 7 Tahun 

1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan 

terakhir UU No. 36 Tahun 2008 yang efektif berlaku mulai tahun 

pajak 2009. 

c. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan 

nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, telah 

mengalami perubahan dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 

42 Tahun 2009. 

d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan 

bangunan telah mengalami perubahan terakhir dengan UU No. 12 

Tahun 1994. 

e. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai. 

f. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan atas 

hak tanah dan bangunan telah mengalami perubahan dengan UU 

No. 20 Tahun 2000. 

g. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, telah 

diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006. 
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h. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai telah 

mengalami perubahan dengan UU No. 29 Tahun 2007. 

i. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah telah mengalami perubahan dengan UU No. 34 

Tahun 2000 dan telah mengalami perubahan terakhir dengan UU 

No. 28 Tahun 2009.  

2. Pajak Kendaraan Bermotor  

2.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor  

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atu lebih, 

beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan 

digerakkan oleh peralatan listrik, berupa motor atau peralatan lain yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi menjadi tenaga 

gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar 

yang bergerak dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan 

roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan 

bermotor yang dioperasikan di air. 

Jadi Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas 

kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

diatas air. Adapun dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor 

ialah sebagai berikut: 

a. Peraturan pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 

b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 tahun 2011 tentang 

Pajak Kendaraan Bermotor. 

c. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
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Angkutan Jalan. 

d. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

retribusi Daerah. 

e. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 7 Tahun 2010 tentang Pedomanan Penilaian Kinerja 

Unit pelayanan Publik. 

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2011 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

g. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

Provinsi Sumatera Utara. 

h. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 26 tahun 2011 tentang 

petunjuk pelaksanaan tata cara pembetulan, pengurangan, ketetapan 

pajak dan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi pajak serta 

penghapusan piutang pajak kadaluarsa atas pajak Daerah. 

i. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kedaraan Bermotor Tahun 2012. 

2.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor  

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau 

penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam objek Pajak 

Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan 

bermotor yang digunakan disemua jenis jalan darat, antara lain: 
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dikawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, 

pertambangan, industri, pedagangan dan sarana olahraga dan rekreasi. 

Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah 

kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan 

disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di 

air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7. Di kecualikan 

dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: 

a. Kereta api 

b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan 

Pertahanan dan Keamanan Negara 

c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan dikuasai oleh kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan 

lembaga-lembaga intrnasional yang memperoleh fasilitas 

pembebasan pajak dari Pemerintah. 

d. Pabrikan atau Importir Kendaraan Bermotor baru yang tersedia 

untuk diperlukan dalam lalu lintas biasa. 

e. Turis asing yang berada didaerah untuk jangka waktu = 60 hari. 

f. Kendaraan pemadam kebakaran. 

g. Kendaraan bermotor yang disegel atau disita oleh negara. 

2.3 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor  

Secara terminologi yang disebut subjek pajak bagi pajak daerah 

adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. 

Berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, maka subjek pajak 

kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan 
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menguasai kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas 

pembayaran pajak adalah: 

a. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan 

yang memiliki kendaraan bermotor. 

b. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili 

oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. 

3. Efektifitas  

3.1 Pengertian Efektifitas  

Menurut Bungkaes, Posumah, dan Kiyai (2013:46) efektivitas 

adalah hubungan antara output dan tujuan. Efektivitas merupakan 

ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari organisasi mencapai 

tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada 

persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud dengan 

―Efektivitas‖. Bagaimana definisi efektivitas berkaitan dengan 

pendekatan umum. Bila ditelusuri efektivitas berasal dari kata dasar 

efektif yang artinya: (1) ada efeknya (pengaruhnya, akibatnya, 

kesannya) seperti: manjur, mujarab, mempan, (2) penggunaan 

metode/cara, sarana/alat dalam melaksanakan aktivitas sehingga 

berhasil guna (mencapai hasil yang optimal). 

Menurut Susanto (2005:156), efektivitas merupakan daya pesan 

untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk 

mempengaruhi. Menurut pengertian tersebut, efektivitas bisa diartikan 

sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya secara matang. Menurut Mahmudi (2015:86), 
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efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin 

besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin 

efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada 

input dan efesiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus 

pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai 

efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang 

diharapkan. 

Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut (Halim, 2007) 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan. Rasio dibawah standar 

minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektif. 

                                Tabel II.1 

Interprestasi Nilai Efektifitas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

          

 

 

 

Sumber: (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 1996) 

 

 

Persentase Kriteria 

> 100% Sangat efektif 

90-100% Efektif 

80-90% Cukup efektif 

60-80% Kurang efektif 

<60% Tidak efektif 

Efektifitas =
Realisasi PKB 

Target PKB 
x 100% 
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3.2 Aspek- aspek Efektifitas  

Aspek-aspek efektivitas berdasarkan pendapat Muasaroh (2010:13) 

efektivitas dapat dijelaskan bahwa efektivitas suatu program dapat 

dilihat dari aspek-aspek antara lain: (1) aspek tugas atau fungsi, yaitu 

lembaga dikatakan efektivitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, 

begitu juga suatu program pembelajaran akan efektif jika tugas dan 

fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar 

dengan baik (2) aspek rencana atau program, yang dimaksud dengan 

rencana atau program disini adalah rencana pembelajaran yang 

terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau 

program dikatakan efektif  (3) aspek ketentuan dan peraturan, 

efektivitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya 

aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsung nya proses 

kegiatannya. Aspek ini mencakup aturan-aturan baik yang berhubungan 

dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta didik, jika 

aturan ini dilaksanakan dengan baik berarti ketentuan atau aturan telah 

berlaku secara efektif dan (4) aspek tujuan atau kondisi ideal, suatu 

program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau 

kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian aspek ini dapat 

dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.  

3.3. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

 Gie (2001:29), mengatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas antara lain: (1) waktu, ketepatan waktu 

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan merupakan faktor utama, 
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semakin lama tugas dibebankan itu dikerjakan, maka semakin banyak 

tugas lain menyusul dan hal inia kan memperkecil tingkat efektivitas 

kerja karena memakan waktu yang tidak sedikit. (2) tugas, bawahan 

harus diberitahukan maksud dan pentingnya tugas-tugas yang 

didelegasikan kepada mereka. (3) produktivitas, seorang pegawai 

mempunyai produktivitas yang tinggi dalam bekerja tentunya akan 

dapat menghasilkan efektivitas kerja yang baik, demikian pula 

sebaliknya. (4) motivasi, pimpinan dapat mendorong bawahannya 

melalui perhatian pada kebutuhan dantujuan mereka yang sensitif. 

Semakin termotivasi pegawai untuk bekerja secara positif semakin baik 

pula kinerja yang dihasilkan. (5) evaluasi kerja, pimpinan memberikan 

dorongan, bantuan dalam informasi kepada bawahannya, harus 

melaksanakan dengan baik atau tidak. (6) pengawasan, dengan adanya 

pengawasan maka kinerja pegawai dapat terpantau hal ini dapat 

memperkecil resiko dalam pelaksanaan tugas. (7) lingkungan tempat 

tinggal, lingkungan tempat kerja adalah menyangkut tata ruang, cahaya 

alam dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seorang 

pegawai dalam bekerja. (8) perlengkapan dan fasilitas, suatu sarana dan 

peralatan yang disediakan oleh pimpinan dalam bekerja seseorang 

dalam mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasannya proses 

efektivitas dapat berjalan efektif apabila kemampuan untuk memilih 

tujuan tepat dan terarah sehingga kegiatan dapat berjalan relatif singkat. 
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suatu pelaksanaan kerja tersebut diproses mendekati kepada unsur-

unsur dari apa yang dimaksudkan dalam defenisi efektivitas itu sendiri. 

4. Program Samsat Keliling  

4.1  Konsep Program 

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya 

suatu kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek yaitu mengenai 

tujuan kegiatan yang akan dicapai, kegiatan yang diambil dalam mencapai 

tujuan aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, 

perkiraan anggaran yang dibutuhkan serta diperlukannya strategi 

pelaksanaan. 

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir 

dan lebih mudah untuk mengoperasionalkan. Hal ini sesuai dengan 

pengertian program yang diuraikan oleh Jones (1996:295) adalah cara 

yang disahkan untuk mencapai tujuan. Beberapa karakteristik tertentu 

yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas 

sebagai program atau tidak yaitu: 

a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk 

melaksanakan atau sebagai pelaku program. 

b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program terkadang 

biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran. 

c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif 

dapat diakui oleh publik. 
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Program adalah unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu 

kegiatan. Didalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa 

dalam setiap program dijelaskan mengenai: 

a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai 

b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan 

c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui 

d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan 

e. Strategi pelaksanaan. 

Berdasarkan pemahaman diatas, maka penulis menyimpulkan program 

adalah suatu kegiatan dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang 

dan melihat anggaran. 

4.2 Program Samsat Keliling  

    Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pendapatan 

daerah bahwa, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pajak 

provinsi yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak 

daerah (Presiden Republik Indonesia, 2009). Samsat Keliling adalah suatu 

strategi pelayanan dan merupakan pelayanan baru yang memberikan 

kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk dapat melakukan 

pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor 

melalui bus pelayanan yang beroperasi. Samsat Keliling merupakan upaya 

memenuhi tuntutan publik terkait dengan peningkatan kualitas dan 

kuantitas pelayanan serta dinamika perkembangan masyarakat. 

Keberadaan Samsat Keliling ini, dalam kepadatan aktivitas pengguna jasa 

bisa melakukan perpanjangan STNK dengan lebih santai dan rileks, cukup 
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membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), STNK kendaraan dan 

KTP asli, dengan catatan nama pemilik kendaraan dan KTP sama dan 

hanya memakan waktu 5 menit, dibandingkan dengan dikantor Samsat 

yang dinilai pelayanannya sangat rumit dari loket satu keloket yang 

lainnya. 

Tujuan dari pelayanan Samsat Keliling adalah untuk mendekatkan dan 

memudahkan pelayanan kepada pengguna jasa STNK, terutama yang 

memiliki tingkat kesibukan yang tinggi, sehingga tidak dapat datang 

mengurus kekantor bersama Samsat.  

5. Pendapatan 

5.1 Pengertian Pendapatan 

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang 

harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi 

daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam 

pembiayaan pembangunan daerah dan pelayaan kepada masyarakat.  

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 1 Pendapatan Asli 

Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di 

dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pemerintah 

Republik Indonesia, 2004). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber 

penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal 

dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha 

daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.  
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Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah 

yang sah untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai 

keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan 

bertanggung jawab.  

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan 

berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun 

proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, 

kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila 

dikaitkan dengan kepentingan politis. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan 

masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam 

meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber 

pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus 

menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina 

masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, 

untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.  
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Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih 

dipertanggung jawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai 

faktor. Faktor-faktor tersebut adalah: 

a. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu 

dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan 

tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya. 

b. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang 

diperkirakan dapat ditagih.  

c. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan. 

d. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan 

penyempurnaan sistem pungutan 

e. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku 

wajib bayar. 

f. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.  

Pendapatan Asli daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah 

serta penyerahan otoritas sistem pengendalian dan manajemen keuangan 

daerah kepada pemerintah daerah. Sumber PAD merupakan sumber 

keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah sendiri yang dipungut 

berdasarkan perda, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sumber PAD terdiri dari: 

a. Hasil pajak daerah  

b. Hasil retribusi daerah  

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 
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d. Lain-lain PAD yang sah antara lain hasil penjualan asset tetap daerah 

dan jasa giro.  

Berdasarkan pandangan di atas, menurut penulis bahwa Pendapatan 

Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam 

melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus 

merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam 

mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli 

Daerah. 

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pengadministrasian pajak dan 

retribusi daerah, pengadministrasian pendapatan ini diharapkan dapat 

memastikan setiap orang untuk harus membayar pajak dan retribusi sesuai 

dengan jumlahnya serta seluruh pendapatan yang diperoleh di 

administrasikan dengan baik oleh lembaga di lingkungan pemerintah 

daerah yang ditugaskan sebagaimana mestinya. Untuk merealisasikan hal 

tersebut, langkah yang harus ditempuh adalah:  

a. Melakukan identifikasi yang akurat atas siapa yang harus menanggung 

atau membayar 

b. Melakukan perhitungan yang tepat 

c. Melakukan pemungutan sesuai dengan perhitungan yang dilakukan.  

d. Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tepat bagi wajib 

pajak dan retribusi yang melanggar ketentuan.  

e. Melakukan pengawasan terhadap pegawai yang terkait untuk 

memastikan agar pajak dan retribusi diadministrasikan dengan baik . 
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B. Peneliti Terdahulu 

 Penelitian terdahulu digunakan sebagai landasan sebagai landasan teori dan 

acuan untuk menyelesaikan masalah baru yang terkait dalam penelitian ini. 

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II.2 

Rekapitulasi Peneliti Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

dan Tahun 

Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1. (Dolly, 

2019). 

Universitas 

Muhamadiya

h Palembang 

Analisis proses 

penetapan 

target pajak 

kendaraan 

bermotor 

dalam 

meningkatkan 

penerimaan 

pajak daerah di 

BPPD Kota 

Palembang  

Metode kualitatif 

deskriptif dengan 

teknik 

pengumpulan data 

yaitu wawancara, 

observasi, studi 

pustaka, dan 

dokumentasi. 

Pada dua tahun 

terkhir yaitu 

tahun 2016 dan 

2017 jumlah 

persentase 

mengalami 

penurunan 

menjadi masing-

masing 85,24% 

dan 63,22%. ini 

menunjukkan 

bahwa 

pendapatan 

pajak kendaraan 

bermotor tidak 

mencapai target 

yamg diinginkan 

2. (Lestari, 

2019). 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Analisis 

pencapaian 

target dan 

realisasi pajak 

Metode deskriptif 

dengan teknik 

pengumpulan data 

Dilihat dari 

tiga tahun 

terakhir pajak 

kendaraan 
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Bisnis 

Universitas 

Muammadiya

h Sumatera 

Utara  

kendaraan 

bermotor guna 

meningkatkan 

pendapatan 

asli daerah 

pada samsat 

Medan Selatan  

 

 

bermtor 

pencapaian 

nya masih di 

bawah target 

yang telah 

ditetapkan. 

 

3. (Lubis, 

2020). 

Skripsi 

Efektivitas 

program samsat 

keliling dalam 

rangka 

meningkatkan 

kepatuhan wajib 

pajak kendaraan 

bermotor di upt 

kota pinang 

 

 

Metode yang 

digunakan adalah 

metode penelitian 

deskriptif dengan 

analisis data 

kualitatif dan teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan 

adalah teknik 

wawancara. 

 

Berdasarkan 

penyajian data 

dan 

pembahasan, 

maka penulis 

menyimpulkan 

bahwa Program 

Samsat Keliling 

dalam Rangka 

Meningkatkan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Kendaraan 

Bermotor di 

UPT Kota 

Pinang sudah 

berjalan dengan 

efektif. 

4. (Umsu, 

2014). 

Jurnal 

Pajak 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Efektivitas 

pengendalian 

intern 

penerimaan pajak 

bumi bangunan 

Metode deskriftif 

dengan dukungan 

kuantitatif dan 

kualitatif 

hasil analisis 

dari penelitian 

ini dapat 

diketahui 

bahwa 

efektivitas 
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Bisnis,Umsu 

(2014 

pada badan 

pengelola pajak 

dan retribusi 

daerah kota 

medan 

pengendalian 

intern 

penerimaan 

Pajak Bumi 

Bangunan 

pada Badan 

Pengelola 

Pajak dan 

Retribusi 

Daerah Kota 

Medan 

mengalami 

penurunan 

dengan hasil 

penerimaannya 

belum tercapai 

efektif. Hal ini 

dapat dilihat 

berdasarkan 

jumlah target 

setiap 

tahunnya 

semakin 

meningkat. 

Serta adanya 

faktor-faktor 

yang 

menyebabkan 

belum 

tercapainya 

target Pajak 

Bumi 

Bangunan 

karena masih 

adanya 

tunggakan, 

Dan di dalam 

pelaksanaan 

penerimaan 

PBB berjalan  

kurang optimal. 
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C. Kerangka Berfikir 

 Dalam penelitian ini menjelaskan tentang UPT Samsat Medan Utara 

menentukan target Pajak Kendaraan Bermotor perencanaan yang harus dicapai 

dalam realisasi penerimaan atas Pajak Kendaraan Bermotor untuk dapat diukur 

tingkat efektivitasnya. Berdasarkaan gambar kerangka berfikir yang ada dibawah 

ini dapat dijelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor sangat berperan penting 

terhadap kontribusi penerimaan pajak daerah. 

 

Gambar II.1 

Kerangka Berfikir 
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Pajak Daerah 

Program Samsat Keliling 

Target 

Efektivitas Penerimaan  

Realisasi 

Pajak Kendaraan Bermotor 
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D. Defenisi Konsep  

 Defenisi konsep menguraikan beberapa istilah atau konsep yang terkait pada 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut : 

a). Pajak Daerah adalah pungutan yang diwajibkan kepada orang pribadi atau 

badan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dengan tidak 

mendapat ketidakseimbangan langsung dan digunakan untuk keperluan daerah. 

b). Samsat Keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan pelayanan 

baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk 

melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak kendaraan bermotor 

melalui bus pelayanan yang beroperasi. 

c). Efektifitas merupakan  ukuran seberapa jauh tingkat output, prosedur dari 

organisasi agar terencapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yang dilakukan 

dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Kantor Samsat 

UPT Medan Utara berupa data-data jumlah target dan realisasi penerimaan samsat 

keliling.  

 Pendekatan Deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

fakta yang ada secara sistematis berdasarkan objek penelitian, fakta yang ada 

untuk dikumpulkan dan diolah menjadi data, kemudian dijelaskan berdasarkan 

teori sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan. 

 Menurut Nazir (2009), ―Pendekatan deskriftif adalah metode dalam meneliti 

untuk membuat dekskripsi, gambaran, atau fakta-fakta, sifat, dan hubungan antara 

fenomena yang diselidiki. 

B. Defenisi Operasional Variabel  

 Adanya Defenisi Operasional Variabel yang dilakukan bertujuan untuk melihat 

sejauh mana suatu faktor yang berkaitan dengan variasi pada suatu variabel atau 

lebih faktor lain dan juga mempermudah pemahaman dalam membahas penelitian 

ini (Sinambela & Pohan, 2016). Dalam penelitian ini penulis mendefinisikan 

masalah yang akan diteliti adalah: 

 Defenisi efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi 

mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka 

organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas adalah 

mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi atau 
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target penerimaan pajak itu sendiri. Efektivitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor adalah mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak kendaraan 

bermotor dengan potensi atau target penerimaan pajak kendaraan bermotor.  

Program samsat keliling adalah suatu strategi pelayanan dan merupakan 

pelayanan baru yang memberikan kesempatan kepada pemilik kendaraan 

bermotor untuk melakukan pendaftaran, pengesahan STNK, membayar pajak 

kendaraan bermotor melalui bus pelayanan yang beroperasi. Pendapatan pajak 

adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan 

pendapatan bea keluar. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut 

atas kepemilikan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelasana Teknis (UPT) Samsat 

Medan Utara 

2. Waktu Penelitian  

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dari bulan Januari 

2021 sampai dengan akhir Mei 2021. Lokasi dalam penelitian ini 

dilakukan di Kantor Unit Pelasana Teknis (UPT) Samsat Medan Utara 

yang diberi wewenang dalam melaksanakan pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor. 
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Tabel III.1 

Waktu Penelitian 

 

 

 

 

 

D. Sumber Data dan Jenis Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai  berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung yang memerlukan 

pengelolaan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri 

oleh penulis. Data primer yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara 

kasubag umum dan pengamatan langsung yang dilakukan pada kantor 

UPT Samsat Medan Utara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak 

kendaraan bermotor. 

2. Data skunder, yaitu data yang telah diolah dan diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara, berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis dalam bentuk arsip seperti rincian penerimaan pajak 

kendaraan bermotor. 

 
 

No 

 
       

     Tahapan 

          Bulan 

Mei Juni   Juli     Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan Judul                 

2 Penulisan Proposal                 

3 Bimbingan Proposal                 

4 Seminar Proposal                 

5 Penyusunan dan 
Pengolahan Data 

                

6 Penulisan Skripsi                 

7 Bimbingan Skripsi                 

8 Sidang                 
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 Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data kuantitatif, Data 

kuantitatif adalah data dari hasil penelitian yang bersifat terstruktur berupa angka, 

dalam penelitian ini data kuantitatifnya adalah data target realisasi penerimaan 

pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam pengumpulan data serta keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian, 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan 

melalui kegiatan komunikasi dalam bentuk terstruktur yaitu, merupakan bentuk 

interview atau wawancara yang sudah diarahkan oleh beberapa pertanyaan 

secara ketat. Langkah untuk wawancara dari metode ini adalah dengan 

mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu sebelum menemui informan yang 

sudah ditentukan dari awal.  

Dalam mencari informan harus benar-benar tepat agar dapat diperoleh data 

yang benar-benar akurat. yaitu berupa tanya jawab secara langsung dengan 

mengajukan secara langsung pertanyaan-pertanyaan kepada pihak yang 

berwenang di UPT Samsat Medan Utara. Sehingga diperoleh data baik secara 

lisan maupun secara tulisan yang berguna bagi penulisan karya ilmiah ini. 

Adapun kisi - kisi wawancara yang akan di ajukan penulis dalam wawancara 

yang dilakukan dengan Kepala UPT Samsat Medan Utara yaitu: 
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Tabel III.2 

Kisi-Kisi Wawancara 

No Variabel Sub Variabel No.item Total 

1 Penerimaan Pajak 

Kendaraan 

Bermotor 

Ketepatan SasaranProgram  

Samsat Keliling Dalam 

meningkatkan Pendapatan 

Pajak Kendaraan Bermotor 

 

1,2,3,4 4 

Prosedur 

pelayanan/kemudahan 

pelayanan pembayaran 

Pajak Kendaraan 

Bermotor 

5,6,7 3 

Ketepatan waktu 

pelayanan dalam proses 

pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor 

8,9,10 3 

  10 

 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa juga 

diartikan sebagai pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan 

berbagai macam informasi dari gambar, kutipan, dan bahan referensi lainnya. 

Dalam penelitian ini, seluruh dokumen meliputi dokumen-dokumen tulisan 

yaitu jurnal dan data-data mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. 

F. Teknik Analisis Data 

 Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara 

menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu obyek dalam 

bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang 

berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian di 
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interpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan 

yang diajukan. 

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data mengenai target dan realisasi penerimaan samsat 

keliling Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat Medan Utara. 

2. Setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan atas 

efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Samsat 

Medan Utara dengan cara membandingkan target dan realisasi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. 

3. Kemudian setelah perhitungan selesai dilakukan analisis. 

4. Dan selanjutnya melakukan pembahasan dan membuat kesimpulan. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian  

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas adalah daya 

guna, keaktifan, serta juga adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan atau 

aktivitas antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang 

ingin dicapai. Sedangkan menurut Bangkaes, Posumah dan Kiyai 

(2013:46) efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan seberapa 

jauh tingkat output prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Adapun cara untuk menghitung hubungan efektifitas yaitu 

dengan mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan 

potensi atau target penerimaan pajak itu sendiri. Beberapa tahapan yang 

dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan data mengenai target dan 

realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan cara 

membandingkan target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor. Pengukuran efektifitas penerimaan pajak kendaraan bermotor 

untuk menggambarkan kemampuan pemerintah Provinsi khususnya UPT 

Samsat Medan Utara  dalam merealisasikan target yang direncanakan 

merujuk kedasar yang telah ditetapkan Kepmendagri maka dari itu 

menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada 

Pemerintah Provinsi peneliti perlu melihat data target dan realisasi 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yang bersumber dari UPT Samsat 

Medan Utara yang dapat dilihat dari tabel berikut ini : 
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Tabel IV.1 

Perbandingan Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara  

NO TAHUN 

ANGGARAN 

TARGET (Rp) REALISASI (Rp) 

1 2016 805.535.876.813        739.235.792.316 

2 2017 908.839.516.022 848.832.904.117 

3 2018 925.217.875.766 812.009.776.886 

4 2019 986.734.852.737 670.788.569.313 

5 2020 1.000.755.615.361 721.461.217.480 

Sumber: (UPT Samsat Medan Utara) 

 Dari data diatas maka peneliti dapat menganalisis tingkat efektifitas 

dengan melihat data target dan data realisasi pertahunya dengan cara 

membandingkan target dan realisasi. 

 Selain dari data yang diperoleh diatas, peneliti juga akan memaparkan 

tentang misi dan tujuan UPT Samsat Medan Utara agar lebih memahami 

komitmen seluruh staf dan pemimpin pada UPT Samsat Medan Utara.  

 Adapun Misi UPT Samsat Medan Utara adalah : 

1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan keamanan registrasi dan identifikasi kendaraan 

bermotor. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

4. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

5. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terwujudnya 

pelayanan berkualitas. 
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Tujuan : 

1. Menerapkan pelayanan prima secara konsisten. 

2. Meningkatkan teknologi dalam pengarsipan dan kendaraan bermotor. 

3. Melaksanakan pemungutan efektif dan efisien. 

4. Meningkatkan disiplin dan etos kerja. 

5. Meningkatkan kompetensi. 

6. Meningkatkan kesejahteraan. 

7. Tertib pemungutan, tertib pembukuan dan tertib laporan   

Dari misi dan tujuan diatas pemerintah daerah berharap agar dapat 

meningkatkan pendapatan Pemerintah Provinsi dari semua sektor pajak, 

khususnya dalam meningkatkan pendapatan UPT Samsat Medan Utara 

pajak kendaraan bermotor. 

a. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada 

UPT Samsat Medan Utara. 

untuk menganalisis efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor 

Pemerintah Provinsi serta melihat selisih nilai efektivitas penerimaan 

pajak kendaraan bermotor peneliti menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Efektivitas PKB 2016 = 
                

               
 x 10 = 91% 

Efektivitas PKB 2017 = 
               

               
 X 10  = 93% 

𝐄𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐟𝐢𝐭𝐚𝐬 𝐏𝐊𝐁 =
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚𝐬𝐢 𝐏𝐊𝐁 

𝐓𝐚𝐫𝐠𝐞𝐭 𝐏𝐊𝐁 
𝐱 𝟏𝟎𝟎 
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Efektivitas PKB 2018 = 
               

               
 X 100 = 87% 

Efektivitas PKB 2019 = 
               

               
 X 100 = 67% 

Efektivitas PKB 2020 = 
               

                 
 X 100 = 72% 

  Berikut tabel pertumbuhan efektivitas penerimaan pajak kendaraan 

bermotor Pemerintah Provinsi UPT Samsat Medan Utara 2016-2020 

Tabel IV.2 

Persentase Dan Kriteria Target dan Penerimaan  

Pajak Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara 

No Tahun Target Realisasi 

Penerimaan 

Persentase Kriteria 

1 2016 805.535.876.813 739.235.792.316 91% Efektif 

2 2017 908.839.516.022 848.832.904.117 93% Efektif 

3 2018 925.217.875.766 812.009.776.886 87% 

Cukup 

Efektif 

4 2019 986.734.852.737 670.788.569.313 67% 

Kurang 

Efektif 

5 2020 1.000.755.615.361 721.461.217.480 72% 

Kurang 

Efektif 

Sumber : Data Diolah (2020) 

   Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa efektivitas penerimaan pajak 

kendaraan bermotor UPT Samsat Medan Utara pada tahun 2016 yaitu 91% dan 

pada tahun 2017 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat 2% 

yaitu menjadi 93% Pada tahun 2018 efektivitas penerimaan pajak kendaraan 
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bermotor menurun sebesar 6% menjadi 87% Pada tahun 2019 efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor kembali menurun sebesar 20% menjadi 

67% Dan pada tahun 2020 efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor 

meningkat sebesar 5% menjadi 72% Jika dihitung rata-rata efektivitas penerimaan 

pajak kendaraan bermotor maka rata-rata yang diperoleh untuk efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu sebesar 82%. Dengan perolehan rata-

rata efektivitas sebesar 82% maka tingkat efektifitas antara target dan realisasi 

penerimaan dengan kata lain belum tercapai.  

  Berdasarkan laporan realisasi anggaran penerimaan yang disajikan, 

pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya selisih antara target 

dan realisasi yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominalnya atau persentasenya. 

Cara menghitung selisihnya yaitu : 

 

 

 

Selisih 2016 = 739.235.792.316 - 805.535.876.813 = ( 66.300.084.497 ) 

Selisih 2017 = 848.832.904.117 - 908.839.516.022 = ( 60.006.611.905 ) 

selisih 2018 = 812.009.776.886 - 925.217.875.766 = ( 113.141.857.886 ) 

Selisis 2019 = 670.788.569.313 - 986.734.852.737 = ( 315.946.283.424 ) 

Selisih 2020 = 721.461.217.480 - 1.000.755.615.361 = ( 279.294.397.881 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selisih = Realisasi Penerimaan PKB – Target Realisasi 
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  Tabel IV.3 

Perhitungan Selisih Realisasi Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor UPT Samsat Medan Utara 2016-2020 

Tahun Target Realisasi Penerimaan Selisih 

2016 805.535.876.813 739.235.792.316  ( 66.300.084.497 ) 

2017 908.839.516.022 848.832.904.117  ( 60.006.611.905 ) 

2018 925.217.875.766 812.009.776.886 ( 113.141.857.886 ) 

2019 986.734.852.737 670.788.569.313 ( 315.946.283.424 ) 

2020 1.000.755.615.361 721.461.217.480 ( 279.294.397.881 ) 

  Sumber : Data Diolah 2020 

  Pada tabel diatas terlihat penerimaan pajak kendaraan bermotor banyak 

menunjukkan selisih kurang yaitu selisih yang tidak diharapkan (unfavourable 

Variance). Dapat dilihat setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan 

bermotor tidak ada yang mencapai target. Pada tahun 2016 selisih penerimaan dan 

target menunjukkan selisih kurang sebesar (66.300.084.497), pada tahu  2017 

selisih kurangnya menurun menjadi sebesar (60.006.611.905), pada tahun 2018 

selisih kurang antara penerimaan dan targetnya meningkat sebesar 

(113.141.857.886 ), pada tahun 2019 selisih penerimaan dan target mengalami 

peningkatan sebesar (315.946.283.424), dan pada tahun 2020 selisih penerimaan 

dan target menurun kembali sebesar (279.294.397.881). dari data  selisih target 

dan penerimaan diatas dapat diketahui bahwa selisih target dan penerimaan 

mengalami naik turun selisih target dan penerimaannya.  
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b. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak 

Kendaraan Bermotor 

  Didalam Pemerintan Provinsi UPT Samsat Medan Utara untuk 

meningkatkan penerimaan daerah sesuai dengan target yang diinginkan tidaklah 

mudah, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, 

untuk mencapai suatu target yang telah dirancang bersama membutuhkan kerja 

keras dan kerja sama yang apik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan belum 

tercapainya target pajak kendaraan bermotor. 

  Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya 

target pajak kendaraan bermotor peneliti juga melakukan wawancara dengan salah 

satu kepala tata usaha yang ada di UPT Samsat Medan Utara yaitu dengan 

narasumber bapak Indra sebagai kepala tata usaha di UPT Samsat Medan Utara, 

beliau mengatakan adanya faktor dan masalah yang menyebabkan penerimaan 

pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan Utara belum tercapai antara lain 

yaitu : 

1. Kurang sadarnya masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor secara 

tepat waktu. 

2. Sifat malasnya masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor 

sehingga kebiasaan untuk membayar pajak terhambat.  

3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan membayar pajak 

4. Adanya faktor ekonomi sehingga masyarakat berfikir lebih baik 

mencukupi kebutuhan sendiri dari pada harus membayar pajak  
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5. Terpaparnya masyarakat oleh virus Covid-19 yang menyebabkan sebagian 

masyarakat hilang perkerjaannya yang berpengaruh terhadap ekonomi 

masyarakat setempat. 

B. Pembahasan 

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT Samsat 

Medan Utara 

Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dilakukan untuk 

mengukur sejauh mana penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor yang 

telah di targetkan berjalan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di awal.  

Realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPT Samsat Medan 

Utara kurun waktu 5 tahun terkhir (tahun 2016- tahun 2020) secara umum 

penerimaan pajak kendaraan bermotor belum dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan Pemerintah Provinsi. Pada tahun pertama yaitu tahun 2016 realisasi 

mencapai 739.235.792.316 dengan target sebesar 805.535.876.813 dengan selisih 

(66.300.084.497) dan mempunyai efektivitas persentase sebesar 91% 

dikategorikan efektif. Pada tahun kedua 2017 realisasi mencapai 848.832.904.117 

dengan target sebesar 908.839.516.022 dengan selisih (60.006.611.905) dan 

mempunyai efektivitas persentase sebesar 93% di kategorikan efektif. Pada tahun 

ketiga 2018 realisasi mencapai 812.009.776.886 dengan target sebesar 

925.217.875.766 dengan selisih (113.141.857.886) dan mempunyai efektivitas 

persentasi sebesar 87% di kategorikan cukup efektif. Pada tahun ke keempat 2019 

realisai mencapai 670.788.569.313 dengan target sebesar  986.734.852.737 

dengan selisih (315.946.283.424) dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 

67% di kategorikan kurang efektif. Dan pada tahun ke lima 2020 realisasi 
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mencapai 721.461.217.480 dengan target sebesar 1.000.755.615.361 dengan 

selisih  (279.294.397.881) dan mempunyai efektivitas persentasi sebesar 72% 

dikategorikan kurang efektif.  

Pengkuran efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk 

menggambarkan kemampuan pemerintah provinsi khususnya UPT Samsat Medan 

Utara dalam merealisasikan target yang di rencanakan merujuk kedasar yang 

diltelah ditetapkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 bahwa kemampuan 

dinas pendapatan pemerintah provinsi khusus nya UPT Samsat Medan Utara 

dalam menjalankan tugasnya dikategorikan sangat efektif atau efektif apabila 

pencapaian efektivitas yang dicapai minimal sebesar 100%, semakin tingggi 

tingkat efektivitas yang diperoleh maka menunjukkan kemampun UPT Samsat 

Medan utara dalam mencapai targetnya semakin baik.  

berdasrkan hasil penelitian diatas yang dilakukan penulis dapat dilihat 

bahwa perolehan efektivitas rata-rata penerimaan target pajak kendaraan bermotor 

yang dicapai yaitu 82% hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas 

penerimaan pajak kendaraan bermotor cukup efektif namun pencapaian targetnya 

belum tercapai dan pencapaiannya belum mencapai 100% ke atas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di UPT Samsat Medan 

Utara ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak 

kendaraan bermotor diantaranya adalah : 

a. Menganalisis Trend penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 

sebelumnya. 

b. Penagihan pajak kurang efektif kepada wajib pajak secara 

perorangan/individu. 
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c. Menghitung potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor, berdasarkan 

data pertumbuhan pajak kendaraan bermotor baru dan kendaraan keluar 

masuk. Adapun yang dimaksud  kendaraan keluar masuk adalah kendaraan 

kendaraan plak BK yang melakukan balik nama menjadi BK dan 

kendaraan non BK yang melakukan balik nama menjadi kendaraan dengan 

plat BK  

d. Menganalisis saran dari setiap masing-masing Samsat yang ada 

Walaupun sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang 

kewajibannya sebagai warga negara terutama kewajiban dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor, namun masih belum melakukan pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor. 

Hal ini sebagian disebabkan karena sebagian masyarakat belum 

mengetahui manfaat atau fungsi dari pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

khususnya untuk masyarakat banyak karena sebagai bukti yang ditunjuk ketika 

kena penilangan oleh pihak kepolisian. Kurangnya pengetahuan masyarakat serta 

minat dari masyarakat itu sendiri untuk mengenal pajak, serta kurang gencarnya 

pihak fiskus dalam menginformasikan masalah pajak kepada masyarakat 

khususnya bagi masyarakat dari kalangan menengah ke bawah menjadi beberapa  

faktor yang menyebabkan masyarakat belum membayar pajak bumi dan 

banugunan. 

b. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Belum Tercapaianya Target Pajak 

Kendaraan Bermotor  

Dinas Pendapatan Daerah khususnya UPT Samsat Medan Utara adalah 

Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang merupakan sistem administrasi 
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untuk memperlacar dan memepercepat pelayanan kepentingan masyarakat atau 

juga disebut sebagai sebuah instansi  tempat penerimaan pajak kendaraan 

bermotor yang terdapat di setiap kota ataupun kabupaten yang berada di wilayah 

Indonesia, dimana penerimaan tersebut untuk membangun infrastruktur bangunan 

yang berada di  dalam  wilayah tersebut. Tingkat efektivitas pajak kendaraan 

bermotor yang dicapai di Kota Medan cukup efektif. 

Sementara menurut UPT Samsat Medan Utara Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sampai tahun 2020 UPT Samsat Medan 

Utara jumlah rata-rata sebesar 82% masih belum sesuai dengan target yang 

ditetapkan dan masih dibawah 100%, berikut uraian dari hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. 

a. Kurang sadarnya masyarakat dalam mentaati ketentuan tarif pajak dalam 

membayar pajaknya, masyarakat masih belum memahami ketentuan- 

ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan sehingga ketika 

petugas mengalami kesulitan dalam melakukan pemungutan 

b. Faktor Ekonomi, Adanya faktor ekonomi sehingga masyarakat berfikiran 

lebih baik mencukupi kebutuhan sendiri dari pada harus membayar pajak 

c. Terjadinya Krisis ekonomi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh virus 

Covid-19 yang memberikan dampak buruk bagi sebagian masyarakat 

karena ada sebagaian dari mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja 

(PHK) di tempet kerjanya 

d. Adanya rasa malas masyarakat karena lokasi pemukiman jauh dari Samsat 

e. Kurangnya pemahaman masyarakat akan  membayar  pajak  sehingga 

wajib pajak masih adanya kesulitan. 
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f. Terjadinya kemalasan masyarakat dalam membayar pajak sehingga 

mereka memnyimpulkan tidak adanya waktu membayar pajak dikarenakan 

sibuk bekerja dsb. 

           Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama 

penyebab tidak tercapainya target pajak  kendaraan bermotor yaitu datang dari 

Wajib Pajak. Wajib  Pajak  harus bersikap kooperatif terhadap segala peraturan 

dan kebijakan perpajakan, pemahaman terhadap peraturan yang ada. 

          Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam 

Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  

          Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan bidang pengelolaan 

pendapatan daerah, UPT Samsat Medan Utara dalam menentukan strategi untuk 

meningkatkan penerimaan daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan 

bermotor dapat memaksimalkan lagi dengan upaya upaya sebagai berikut: 

a. Adanya bus samsat keliling yang mulai beroperasi.Samsat keliling 

menjangkau tempat-tempat yang lokasi nya jauh dari kantor Samsat, agar 

memudahkan wajib pajak dalam membaya Pajak Kendaraan Bermotor 

tahunan. untuk saat ini ada beberapa samsat dan samsat keliling 

diantaranya : Samsat Medan Utara ( Putri Hijau), Samsat Medan Selatan 

(SM. Raja), Samsat Tembung, Samsat Corner (Plaza Medan Fair, Gerai 

Samsat Kampung Lalang, Asia Megamas, Lapangan Merdeka samping 

pos lantas, Jalan Jamin Ginting, Jalan Iskandar Muda dan Jalan Wiliam 

Iskandar.  

b. Bekerja sama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia 

secara rutin ataupun berkala terhadap kendaraan yang belum membayar 

pajak 
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c. Memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor 

berupa pelayanan jemput antar proses pembayaran pajak kendaraan 

bermotor (Samsat Quick Respons). Kegiatan pelayanan SQR ini baru di 

laksanakan pada beberapa kecamatan yang berdekatan dengan lokasi 

kantor Bersama Samsat. Dengan pelayanan SQR ini masyarakat dapat 

menelpon Call Center Samsat pada masing-masing daerah agar menjemput 

surat-surat kendaraannya untuk diproses pada kantor Samsat dan 

kemudahan diantar kembali kerumah pemilik kendaraan. 

d. Menyediakan pelayanan terpadu kepada wajib pajak atau masyarakat 

mengenai pembayaran pajak Kendaraan Bermotor 

e. Mengirim Surat Pemberitahuan kepada wajib pajak sebelum jatuh tempo 

terutangnya pajak kendaraan bermotor dan Surat Peringatan jika pajak 

belum bayar pada saat jatuh tempo  

f. Peningkatan sarana dan prasarana kantor bersama samsat dalam upaya 

memebrikan pelayanan yang memuaskan kepada para wajib pajak 

kendaraan bermotor 

g. Mengadakan sosialisasi karena biasanya terjadi perubahan-perubahan 

dalam kebijakan dibidang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor 

sehingga sangat perlu disosialisasikan sehingga masyarakat mudah dalam 

memahami setiap perubahan kebijakan. 

h. Pengetatan sanksi/ denda, setiap keterlambatan satu hari setelah tanggal 

jatuh tempo itu sudah terhitung dengan denda sama halnya dengan satu 

bulan maka pajak kendaraan bermotor dikenakan sanksi administrasi 

pengenaan denda pajak sebesar 2%. 

i. Kecepatan pelayanan/ samsat care, setiap wajib pajak yang terlambat 
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melaporkan kendaraannya terdapat banyak alasannya seperti malas 

mendatangi kantor tetapi setiap wajib pajak tidak hanya malas tapi mereka 

tidak hanya memiliki alasan seperti itu melainkan mereka bisa saja dalam 

keaadan sedang mengalami masalah atau dalam keadaan sakit sehingga 

adanya kecepatan pelayanan samsat care. program ini dilakukan dengan 

cara apabila wajib pajak dalam masalah sehingga mereka dapat 

menghubungi nomor samsat care sehungga petugas samsat dapat 

mendatangi rumah wajib pajak agar dapat mempercepat pelayanan dalam 

pembayaran. 

           Upaya-upaya diatas adalah sebagian dari strategi untuk bisa meningkatkan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor agar lebih meningkat dari sebelumnya, dan 

setidaknya mampu untuk bisa mencapai penerimaan pajak sesuai target yang 

ditentukan. Sebagian dari upaya diatas juga sudah pernah dilakukan sebelumnya, 

Namun ada baiknya kebijakan-kebijakan ini terus dilakukan agar masyarakat lebih 

mengerti dan mau membayar pajak kendaraan bermotor. 

            Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung tercapainya peningkatan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat Medan Utara yaitu 

Komitmen Sumber Daya Manusia sebagai sektor utama di bidang pendapatan 

daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi tentu memerlukan sumber daya 

manusia yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi 

komitmen pegawai sangat dibutuhkan sesuai dengan tujuan dan misi dari UPT 

Samsat Medan Utara agar dapat memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor.  
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C. Deskripsi Data Wawancara 

a. Ketepatan Sasaran Program Samsat Keliling dalam meningkatkan 

Pendapatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

            Menentukan tujuan dan sasaran adalah tindakan awal dari pembuatan 

rencana agar ketika dilaksanakan bisa mengarah sejalan dengan sasaran yang telah 

direncanakan sebelumnya. Tujuan merupakan cita-cita yang hendak diraih oleh 

suatu organisasi dimasa depan.  

 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Indra selaku Kasuba UPT 

Samsat Medan Utara, beliau mengatakan bahwa mempermudah wajib pajak 

pemerintah menyediakan berbagai fasilitas salah satunya samsat keliling untuk 

mempermudah pembayaran pajaknya. jadi masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk 

pergi ke Samsat Medan Utara. Dalam hal ini samsat keliling telah mencapat 

keefektifannya dan tepat sasaran dalam proses pembayaran hanya saja penerimaan 

pajak menurun karena adanya wabah Covid-19. Tetapi terkadang juga melakukan 

kelalaian sehingga dalam samsat keliling ini diperlukan pengawasan yang ketat. 

dan terkadang sering juga terjadi jaringan satelit kita yang menghubungkan data 

ke pusat error atau rusak sehingga dalam hal ini perlu ada perbaikan dalam samsat 

keliling. seharusnya masyarakat mau dan punya keinginan untuk membayar pajak 

pemerintah sendiri yang mendekatkan diri kemasyarakat, dalam hal ini dengan 

adanya samsat keliling, tetapi sebenarnya bukan hanya samsat keliling tetapi ada 

juga samsat Corner dan Sistem E-billing. Tetapi sejauh ini program samsat 

keliling tepat sasaran karena setiap harinya antusias masayarakat cukup banyak 

dalam mengurus pajak kendarannya. Tetapi sering ada gangguan pada satelit 

samsat keliling membuat masyarakat tidak dapat melakukan pembayaran 
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pajaknya atau membuat masyarakat menunggu lama. Dengan adanya samsat 

keliling ini mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajaknya tetapi 

masih banyak masyarakat awam yang belum mengetahui samsat keliling ini 

karena masih kurangnya sosialisasi pemerintah. Harusnya pemerintah 

menginformasikan melalui media social tentang samsat keliling ini. 

b. Prosedur Pelayanan/Kemudahan Pembayaran Pajak Kendaraan 

Bermotor  

            Tahapan/ Prosedur pada samsat keliling di UPT Samsat Medan Utara 

sudah sangat mudah dan masyarakat/wajib pajak sudah mendapatkan pelayanan 

yang prosesnya sangat mudah tanpa berbelit-belit. Hal tersebut dapat dilihat ketika 

wajib pajak cukup membawa KTP asli, STNK asli, BPKB asli saja dan mengisi 

fomulir pendaftaran, kemudian wajib pajak mendaftar kepada petugas samsat 

keliling. Adapun yang bertugas menangani pendaftaran adalah petugas dari 

kepolisian.  

 Kemudian setelah data tersebut di entry setelah itu dilakukan penetapan 

besarnya PKB/BBNKB tentang penetapan SWDKLLJ kemudian data tersebut 

dikoreksi kembali terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Setelah itu, wajib 

pajak membayar sesuai dengan SKPD yang dibubuhi validasi tersebut kepada 

wajib pajak, kemudian wajib pajak melakukan pembayaran pada kasir yang 

terletak di samsat keliling adapun kasir tersebut adalah petugas dari Bank Sumut. 

Kemudian petugas memanggil wajib pajak lewat mica tau toa untuk menyerahkan 

STNK yang sudah disahkan tersebut di loket penyerahan.  

 Prosedur yang tidak bertele-tele tersebut membuat persepsi negatif 

masyarakat/ wajib pajak terhadap pelayanan public yaitu khususnya dalam hal 
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Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah sedikit berubah dikarenakan 

adanya samsat keliling pada UPT Samsat Utara. Hasil wawancara saya yaitu 

pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat sudah cukup handal dan 

bertanggung jawab, dilihat dari proses pembayarannya yang tidak ribet dan sangat 

cepat. sehingga tanggapan masyarakat begitu baik dengan samsat keliling ini, 

apalagi jika ada sesuatu hal yang kurang baik di proses pelayanannya maka 

masyarakat dapat melakukan pengaduan di tempat pengaduan masyarakat di 

Samsat Medan Utara. Kemudian dengan adanya hal seperti itu pegawai samsat 

keliling bersikap ramah-tamah kepada masyarakat dalam proses pelayanannya. 

Dalam membayar pajak kendaraan bermotor masyarakat tidak perlu lagi mengisi 

formulir karena data sudah tersistem online dan masyarakat hanya perlu 

membawa KTP dan STNK saja. Pembayaran samsat keliling tidak perlu 

mengantri panjang dan tidak perlu melakukan proses administrasi yang banyak. 

begitu juga hanya ada tiga loket yang didahului, jadi tidak ribet pelaksanaanya. 

Program samsat keliling ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat yang ingin 

membayar pajak karena proses yang sangat mudah dan tidak bertele-tele. 

Beberapa karakteristik kualitas pelayanan : 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

2. Aksebilitas dan kemudahan untuk mendapatkan jasa meliputi lokasi, 

keterjangkuan waktu operasi (waktu pelayanan yang cukup memadai), 

keberadaan pegawai pada saat konsumen memerlukan jasa public. 

3. Akurasi pendampingan/ pelayanan jasa yang diberikan 

4. Sikap sopan santun karyawan yang memberikan pelayanan 

5. Kecukupan informasi yang diseminasikan kepada pengguna potensial 
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6. kondisi dan keamanan fasilitas yang digunakan oleh konsumen 

7. Kepuasan konsumen terhadap karakteristik atau aspek-aspek tertentu dari jasa 

public yang diberikan 

8. Kepuasan konsumen terhadap jasa public secara keseluruhan 

Kemudian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementrian 

Pendayagunaan Apartur Sipil Negara menetapkan Keputusan Nomor KEP/25/M-

PAN/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit 

pelayanan instansi Pemerintah. Dalam pedoman ini, selain dimaksudkan sebagai 

acuan untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing unit pelayan instansi 

Pemerintah, juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat 

untuk menilai secara objektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit 

pelayanan.  

c. Ketepatan Waktu Pelayanan Dalam Proses Pembayaran Pajak 

Kendaraan Bermotor 

 Dalam melaksanakan program samsat keliling ketetapan waktu sangat 

diperlukan, adapun pengertian ketepatan waktu adalah pelaksanaan proses 

pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang ditentukan 

Hasil wawancara dengan bapak Indra selaku Kasubag UPT Samsat Keliling 

beliau mengatakan bahwa proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan 

bermotor untuk pengesahan hanya memakan waktu 5 menit saja, tetapi jika 

antrian panjang atau banyaknya masyarakat yang saat itu mengurus maka proses 

akan lebih lama. Dengan adanya samsat keliling ini masyarakat tidak perlu jauh- 

jauh pergi Ke UPT Samsat Medan Utara untuk melakukan pembayaran pajaknya, 
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karena itu masyarakat yang tidak mempunyai waktu banyak dan tidak suka 

menunggu samsat keliling ini sangat tepat untuk mereka.  

Proses pelayanan samsat keliling proses pelayanannya dikerjakan dalam 

waktu 5-15 menit tergantung jika jaringan tidak rusak dan tidak adanya perbedaan 

dari nama serta alamat yang dicantumkan. Samsat keliling ini juga setiap dua hari 

berpindah tempat dan untuk samsat medan utara mempunyai beberapa armada bus 

samsat keliling yang setiap berotasi keliling Medan. Sehingga masyarakat 

mempunyai waktu yang lebih efisien, serta peningkatan pembayaran wajib pajak 

kendaraan bermotor meningkat di beberapa tahun. Bebeda dengan yang 

disampaikan wajib pajak kendaraan bermotor bahwa pengurus pembayaran pajak 

bisa hampir 1 jam, itu semua terkadang bisa terjadi tergantung kebutuhan kita 

semdiri. Akan tetapi samsat keliling yang beroperasi sangat mengefesienkan 

waktu, tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia jika membayar pajak 

kendaraan bermotor dilakukan di samsat keliling, tetapi sudah adanya samsat 

keliling ada juga sebagian dari masyarakat yang masih belum mau membayar 

pajak karena adanya masyarakat yang masih tidak percaya dengan aparatur 

Negara ini. Sehingga mereka masih takut atau malas membayar kewajiban 

pajaknya.  

Menurut dari sumber masyarakat bahwa samsat keliling telah membuat 

masyarakat sadar dan ingin dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. 

Dimana pemerintah telah memberikan fasilitas yang lebih mudah untuk 

mempermudan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta di samsat 

keliling keliling tidak perlu menunggu waktu yang lama dalam proses 

pelayanannya.  
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Pelaksanaan program samsat keliling dapat dikatakan efektif, hal ini 

dikarenakan ketepatan waktu di dalam menyelesaikan proses pelayanan 

pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pegawai dengan cepat dan 

sigap dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga dalam 

wakti 15-30 menit proses pembayaran pajak kendaraan bermotor selesai. Tetapi 

itu semua tergantung dari jaringa satelit yang menghubungkan ke kantor pusat 

UPT Samsat Medan Utara dan tergantung urusan masing-masing wajib pajak. 

Pemerintah membuat program samsat keliling ditujukan untuk keefektifan 

pembayaran pajak kendaraan bermotor, itu dikarenakan untuk mempermudah 

wajib pajak dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan 

efektifitas kerja dinyatakan tercapai apabila memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang digunakan sudah ditentukan dan 

dibatasi 

2. Jumlah mutu barang dan jasa yang harus dihasilkan sudah ditentukan 

3. Batas waktu untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut sudah di tentukan 

4. Tata cara yang harus di tempuh untuk menyelesaikan tugas sudah dirumuskan 

Dalam perumusan serta pelaksanaan program samsat keliling, pemerintah 

maupun pemerintah daerah sudah membantu masyarakat atau wajib pajak dalam 

mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

A. Kesimpulan  

Setelah melakukan analisis terhadap realisasi pajak kendaraan bermotor tahun 

2016 sampai dengan 2020 Pemerintah Provinsi khususnya UPT Samsat Medan 

Utara maka peneliti dapat menarik kesimpulan yaitu : 

1. Tingkat Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPT Samsat 

Medan Utara cukup efektif dilihat dari niai persentase penerimaan pajak 

kenadaraan bermotor yang mengalami peningkatan, tetapi dilihat dari nilai 

dari hasil realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor UPT Samsat Medan 

Utara tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 belum bisa mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh Pemerintah daerah. Rata-rata efektivitas penerimaannya 

mencapai 82% (cukup efektif). Pada tahun 2016 pengelolaan pajak 

kendaraaan bermotor pencapaian target sebesar 91% (Efektif) pada tahun 

2017 nilai persentase naik menjadi 93% (Efektif) pada tahun 2018 nilai 

persentasi turun menjadi 87% (cukup efektif) pada tahun 2019 juga persentasi 

mengalami penuruan menjadi 67% (kurang efektif) dan pada tahun 2020 hasil 

persentase mengalami kenaikan menjadi 72% (kurang efektif), dari hasil 

setiap tahunnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terus 

meningkat dengan hasil persentase yang menagalami perubahan yang 

berfluaktif namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. 

2. Adanya beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak 

kendaraan bermotor yaitu masih adanya rasa malas wajib pajak untuk 

membayar kewajiban pajaknya, program samsat keliling masih adanya 
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kekuranga yaitu koneksi jaringan ke Samsat utama (UPT Samsat Medan 

Utara) dan faktor yang menyebabkan belum tercapainya target pajak 

kendaraan bermotor adalah adanya wabah virus Covid-19 yang menimpa 

masyarakat di Indonesia maka yang terjadi adalah perekeonomian Indonesia 

semakin menurun. 

B. SARAN 

 Berdsarkan hasil penelitian yang diperoleh tentang analisis efektivitas 

program samsat keliling dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan 

bermotor di UPT Samsat Medan Utara, maka dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Diharapkan UPT Samsat Medan Utara untuk lebih baik lagi dalam 

menerapkan perencanaan untuk menentukan target penerimaan pajak 

kendaraan bermotor harus sesuai dengan potensi yang ada di Kota Medan 

2. Kantor UPT Samsat Medan Utara harus lebih meningkatkan lagi jaringan di 

kantor agar lebih mudah dalam melakukan tahapan penyusunan program yang 

akan direncanakan kedepannya. 

3. Kantor Samsat UPT Samsat Medan Utara harus lebih banyak lagi 

mensosialisasikan program samsat keliling ini kepada masyarakat agar 

ukuran dalam efektivitas program samsat keliling dapat terlaksana dengan 

baik. 

4. Kantor Samsat UPT Samsat Medan Utara harus memberi sanksi yang tegas 

agar tidak ada lagi masyarakat yang telat membayar pajak kendaraan 

bermotornya 
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Wawancara 

Penulis: Assalamualaikum 

Narasumber: Waalikumsalam 

Penulis: Adakah program pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan kualitas 

kerja? 

Narasumber: Iya, Ada 

Penulis: Bagaimana cara melakukan pembinaan kepada pegawai ? 

Narasumber: Dengan adanya program pelatihan pada pegawai, bimbingan, 

penilaian kerja, penghargaan dan penegakan kedisiplinan pegawai. 

Penulis: Apakah target pajak kendaraan bermotor 5 tahun terakhir memenuhi 

target ? 

Narasumber: Tidak 

Penulis: Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan pajak kendaraan bermotor 

tidak mencapai target ? 

Narasumber: Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan 

penerimaan pajak kendaraan bermotor baik dari faktor internal ataupun eksternal 

seperti; kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, 

faktor ekonomi masyarakat dan pada atahun 2020 telah terpaparnya wabah Covid-

19 sehingga terjadi penurunan penerimaaan pajak kendaraan bermotor secara 

drastis. 

Penulis: Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan 

penerimaan pajak ? 

Narasumber: Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 

penerimaan pajak daerah khususnya penerimaan pajak kendaraan bermotor 

anatara lain; adanya bus samsat keliling yang sudah mulai beroperasi, 



 

 

 

 

bekerjasama dengan pihak kepolisian melalui penyelenggaraan razia secara rutin, 

memberikan pelayanan dan kemudahan bagi pemilik kendaraan bermotor berupa 

pelayanan antar jemput proses pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengetatan 

sanksi denda setiap keterlambatan satu hari setelah tanggal jatuh tempo. 

Penulis: Apa saja hambatan yang diterima oleh pemerintah daerah dalam 

pungutan pajak kendaraan bermotor? 

Narasumber: Banyak masyarakat yang menunggak pajak karena keadaan ekonomi 

yang kurang mampu, kurangnya informasi dan komunikasi tentang pajak daerah 

dan kesadaran masyarakat kurang maksimal. 

Penulis: Digunakan untuk apa dana dari hasil penerimaan pajak kendaraan 

bermotor? 

Narasumber: Setelah dana di terima oleh Daerah maka dana tersebut akan di 

proses Tim Penyusun Anggaran (TPA) yang kemudian akan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


